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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan  

1. Tindak pidana yang dilakukan pelajar adalah manifestasi dari 

bentuk aktualisasi diri dari kenakalan remaja. Berdasarkan 

timdak kekerasan yang dilakukan, pembajakan moda transportasi 

umum oleh pelajar merupakan jenis kekerasan kolektif, dengan 

spesifikasi yang berbeda dengan kekerasan lainnya berkaitan 

dengan subyeknya maupun motifnya, sehingga tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan secara individu. Oleh karena itu 

ketentuan yang dapat diterapkan adalah : Pasal 170 Ayat (1) atau 

Ayat (2) jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-

luka, luka-luka berat atau meninggalnya orang lain. 

2. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelajar maka tetap 

patut diberikan sanksi berupa : penangkapan, penahanan, 

pengadilan dan pemidanaan. Mengingat ciri dan sifat yang khas 

pada Anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak 

yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan 

pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses 

peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili 

pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang 

memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses 

peradilan, proses penyelesaian bisa diupayakan melalui luar jalur 

pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan 
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keadilan restoratif. Dalam Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 

1997, ketentuan diversi belum diatur, namun baru pada tanggal 

31 Juli 2014 nanti akan diberlakukan Undang-Undang RI. No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. Sedangkan 

bentuk garis intinya bisa berbentuk materiil maupun immateriil. 

 

4.2. Saran 

4.2.1. Peran keluarga, sekolah, masyarakat dan pengadilan anak 

merupakan esensi penting yang mampu menekan terjadinya 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar. Perlunya 

mentoring perilaku pelajar yang rentan masuk dalam 

penyimpangan dengan membimbing, membantu, melindungi, 

dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial 

dan mengembalikan kepercayaan diri anak; memberikan 

pendampingan dan advokasi sosial; serta; membantu proses 

pemulihan dan perubahan perilaku anak. Selain itu, dibantu 

melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia 

menerima kembali remaja yang sebelumnya bermasyalah di 

lingkungan sosialnya. 

4.2.2. Diversi melalui pendekatan restorative justice bisa dirasakan 

lebih banyak manfaatnya. Selain itu, paradigma yang 

digunakan pun seharusnya menggunakan perspektif anak 

dimana dalam hal perspektif perlindungan hukum bagi anak, 

baik terhadap korban maupun pelaku. 
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